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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Srog

DEMI KEADILAN BERDASARKANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sorong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  Hakim  tunggal,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat dan tanggal lahir SORONG, 20 Januari  1997, agama

Islam,  pekerjaan  PELAJAR/MAHASISWA,  pendidikan  SLTA,

tempat kediaman di Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi

Papua Barat., Kel. Malawili, Aimas, Kab. Sorong, Papua Barat,

dalam hal  ini  memberikan kuasa khusus kepada  Muhammad

Sani Kelsaba, SH adalah Advocat dan Penasehat Hukum pada

Kantor  Hukum Muhammad Sani  Kelsaba, SH & Rekan (Law

Offices Muhammad Sani Kelsaba, SH & Patners) beralamat di

JL, Selat  Obi  BTN km 9,5,Kelurahan Kladufu,  Distrik Sorong

Timur Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Berdasarkan surat

Kuasa Khusus No.  A/009/SKK-MSK/PA/XI/2020, tertanggal 28

Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  SORONG,  09  Januari  1996,  agama

Islam,  pekerjaan  PELAJAR/MAHASISWA,  pendidikan  SLTA,

tempat  kediaman  Jalan,  Distrik.  Aimas  Kabupaten  Sorong,

Provinsi  Papua  Barat.,  Kel.  Malawili,  Aimas,  Kab.  Sorong,

Papua Barat, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa  Penggugat berdasarkan  surat  gugatannya  tertanggal  09

November  2020 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sorong

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  263/Pdt.G/2020/PA.Srog,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  09  September  2018  Penggugat  Telah

Melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah

dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Distrik  Sorong  Timur,  Kota  Sorong,  Provinsi  Papua  Barat,  sebagaimana

dikutip  pada kutipan akta  nikah nomor:  XXXXXtertanggal  10  September

2018;

2. Bahwa setelah melakukan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di jalan Nangka Unit 1 belakang Lestari Aimas Kabupaten

Sorong, di rumah Kos-kosaan sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa  dalam  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  Ba'da

Dukhhul belum dikarunia anak;

4. Bahwa  pada  awalnya  pernikahan/rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  berjalan  harmonis,  namun  sejak  April  2019  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat  mulai tidak Harmonis;

5. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  di

sebabkan oleh:

a. Tergugat  tidak  mau  mencari  pekerjaan  yang  harusnya  menjadi

tanggung jawab Tergugat;

b. Penggugatlah  yang  harus  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan

hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Penjual Online);

c. Penggugat dan Tergugat  ketika bertengkar mengenai pekerjaan

dan nafkah Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat kembali ke

rumah orang tuanya;

d. Tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada bulan Mei 2019, dikarenakan tidak adanya nafkah

kepada  penggugat  ,  dan  dengan  itu  tergugat  secara  sadar  pergi

meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
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7. Bahwa penggugat menyatakan dengan ini penggugat tidak sanggup dan

tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

di  atas  sudah  sulit  dibina  untuk  membentuk  harapan  perkawinan  yaitu

sakinah,  mawaddah  warahma,  sebagaimana  maksud  dalam  tujuan

perkawinan sehingga lebih baik putus karena cerai;

9. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  permohonan  perceraian

sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan pasal 39 ayat ,1, dan 2

UU no 1 tahun 1974. Jo Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116  Huruf

F  dan  133  Ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  sangatlah  beralasan

hukum  Penggugat  mengajukan  Gugatan  ini  melalui  Pengadilan  Agama

Sorong dengan segala akibat hukumnya. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Sorong  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;

3. Membebankan biaya menurut hukum;  

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequoet bono);

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah

datang menghadap dipersidangan yang telah  diwakili  oleh kuasa hukumnya

bernama Muhammad Sani Kelsaba, SH adalah Advocat dan Penasehat Hukum

pada  Kantor  Hukum  Muhammad  Sani  Kelsaba,  SH  &  Rekan  (Law Offices

Muhammad Sani Kelsaba, SH & Patners) beralamat di JL, Selat Obi BTN km

9,5,Kelurahan  Kladufu,  Distrik  Sorong  Timur  Kota  Sorong,  Provinsi  Papua

Barat.  Berdasarkan  surat  Kuasa  Khusus  No.  A/009/SKK-MSK/PA/XI/2020,

tertanggal  28  Oktober  2020,  dan  telah  didaftarkan  pada  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sorong pada tanggal  09 November 2020  dengan register
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Nomor 81/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum

tersebut  telah memperlihatkan Surat  Kuasa,  Kartu  Anggota  KAI yang masih

berlaku,  serta  Berita  Acara  Sumpah  dari  Pengadilan  Tinggi  Jayapura,

sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang

sah,  meskipun  ia  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  yang  relaas

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat

tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian tidak dapat  dilaksanakan karena  Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  sekalipun  upaya  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  karena

ketidakhadiran  Tergugat  di  muka  sidang,  namun  Hakim  dalam  setiap

persidangan  telah  memberikan  nasehat  kepada  Penggugat  untuk  rukun

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat yang telah  dipanggil  secara resmi  dan

patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasanya yang sah di muka

sidang,  maka  jawaban  Tergugat atas  gugatan  Penggugat tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa meskipun  Tergugat  tidak  hadir  di  muka  persidangan,  namun

suatu  gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum

dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, tertanggal 10

September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Distrik Sorong Timur,  Kota Sorong, Provinsi  Papua Barat,  bukti  surat

tersebu telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Srog
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor:

XXXXX,  tertanggal  09  Januari  2019,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sorong, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi kode P.2;

2. Fotokopi  Surat  Keterangan  Beda  Tempat  Lahir  atas  nama

(Penggugat),  Nomor  474/I.467,  tertanggal  24  November  2020,  yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Malawili, Distrik

Aimas,  Kabupaten  Sorong,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Hakim tunggal diberi kode P.3;

B. SAKSI :

1. Saksi  I,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Sorong Utara,

Kota  Sorong,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat:

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan

akan menggugat cerai Tergugat;

 Bahwa  hubungan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan belum dikaruniai anak;

 Bahwa  setahu  saksi,  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  awalnya rukun  dan harmonis,  namun kemudian  di  antara

mereka  selalu  diwarnai  perselisihan  dan  pertengkaran,  yang

disebabkan  karena  Tergugat  tidak  bekerja  dan  tidak  memberikan

nafkah kepada Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih 1 (satu) tahun;

 Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  tersebut,  antara

Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  pernah saling  berkomunikasi,
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tidak  pernah  saling  mengunjungi,  dan  juga  tidak  ada  usaha  untuk

rukun membina rumah tangga kembali;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Saksi  II,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  Strata  I,

pekerjaan PNS Guru,  bertempat  tinggal  di  Distrik  Sorong Timur,  Kota

Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah teman Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan

akan menggugat cerai Tergugat;

 Bahwa  hubungan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan belum dikaruniai anak;

 Bahwa  setahu  saksi,  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara

mereka  selalu  diwarnai  perselisihan  dan  pertengkaran,  yang

disebabkan  karena  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat  sejak  menikah  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

bekerja;

 Bahwa  saksi  mengetahui  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih 1 (satu) tahun;

 Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  tersebut,  antara

Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  pernah saling  berkomunikasi,

tidak  pernah  saling  mengunjungi,  dan  juga  tidak  ada  usaha  untuk

rukun membina rumah tangga kembali;

 Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
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Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

bukti lagi;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  yang  diwakili  oleh  Kuasa  hukumnya

yang bernama Muhammad Sani Kelsaba, SH adalah Advocat dan Penasehat

Hukum  pada  Kantor  Hukum  Muhammad  Sani  Kelsaba,  SH  &  Rekan  (Law

Offices Muhammad Sani Kelsaba, SH & Patners) beralamat di JL, Selat Obi

BTN km 9,5,Kelurahan Kladufu,  Distrik  Sorong Timur  Kota  Sorong,  Provinsi

Papua  Barat.  Berdasarkan  surat  Kuasa  Khusus  No.  A/009/SKK-

MSK/PA/XI/2020,  tertanggal  28  Oktober  2020,  dan  telah  didaftarkan  pada

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sorong  pada  tanggal  09  November 2020

dengan register Nomor 81/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan

kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota  KAI

yang  masih  berlaku,  serta  Berita  Acara  Sumpah  dari  Pengadilan  Tinggi

Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat

Kuasa  Khusus  beserta  lampirannya,  yang  merupakan  akta  otentik,  yang

mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

maka  Advokat  yang  bernama  Muhammad  Sani  Kelsaba,  S.H.,  tersebut,

dinilai  sah  dan  mempunyai  kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk
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mewakili  pemberi  kuasa  untuk  melakukan  tindakan  hukum /  beracara  di

pengadilan in casu Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan

yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,

maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Penggugat mendalilkan  telah  menikah  dengan

Tergugat pada tanggal 09 September 2018,  sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor 0127/009/IX/2018,  tanggal  10  September  2018,  dan  perkawinan

tersebut  hingga  saat  ini  belum  pernah  putus,  dengan  demikian  Penggugat

mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

menasihati  Penggugat agar rukun kembali  dan mengurungkan niatnya untuk

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut

untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir

dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya,

oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154

RBg. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  Junctis Pasal 7

ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung  RI.  Nomor  1  Tahun 2016 tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang harusnya menjadi tanggung

jawab Tergugat;

b. Penggugatlah  yang  harus  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup

rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Penjual Online);
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c. Penggugat  dan  Tergugat  ketika  bertengkar  mengenai  pekerjaan  dan

nafkah Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah

orang tuanya;

d. Tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap

di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,

dengan demikian  Tergugat  dapat  dinyatakan tidak  hadir  dan dianggap tidak

ingin  mempertahankan  kepentingan  dan  hak-hak  keperdataannya,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus

tanpa hadirnya Tergugat  (verstek),  hal  ini  sesuai  pula dengan pendapat  ahli

hukum Islam dalam kitab Al  Anwar Juz II,  halaman 149,  yang di  ambil  alih

menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

Artinya  :  “Apabila  (Tergugat)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan,  maka  Hakim  boleh  mendengar  gugatan  dan  memeriksa

bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  perceraian,  meskipun perkara  ini

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun alasan-alasan

perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang

saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang

dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  telah  bermeterai  cukup  sesuai

Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea  Meterai  jo.  Peraturan

Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan

fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti  tersebut merupakan

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa bukti  P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah

bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai  jo.  Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti

tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

dan mengikat  sesuai  pasal  285 RBg.  jo.  pasal  1870 KUH Perdata,  dengan

demikian  bukti  tersebut  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti  P.3 berupa Surat Keterangan Beda Tempat

lahir atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat

yang berwenang,  telah bermeterai  cukup sesuai  Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1985 tentang Bea Meterai  jo.  Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan

aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  merupakan  akta  otentik,  mempunyai  nilai

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870

KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut,

dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran,  yang saat  ini  antara keduanya

telah berpisah tempat tinggal  selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama

berpisah  tempat  tinggal  tersebut  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,

didasarkan pada pengetahuan,  penglihatan dan pendengaran langsung,  dan

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi

tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal

308,  dan Pasal  309 RBg.  juncto Pasal  76 Undang-Undang Nomor  7 Tahun

1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil

maupun  materiil,  maka  keterangan  para  saksi  tersebut  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang

diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

 Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah, ba’da dukhul, belum dikaruniai anak;

 Bahwa  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis

lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah

tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  hingga  sekarang

berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

 Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

 Bahwa  Penggugat  di  dalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar

dijatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat  kepada  Penggugat,  yang  akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa antara  Penggugat  dengan Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan

lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga

yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa

perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang,  bahwa berdasarkan Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI

Nomor  379  K/  AG/1995,  tanggal  26  Maret  1997,  yang  intinya  menyatakan

“Suami isteri  yang tidak berdiam serumah lagi  dan tidak ada harapan untuk

dapat hidup rukun kembali,  maka rumah tangga tersebut terbukti  telah retak

dan pecah”, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum Islam telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

Menimbang,  bahwa disamping itu  alasan tersebut  telah pula sesuai  dengan

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

halaman 290, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

Artinya : “Apabila gugatan isteri  dihadapan pengadilan telah terbukti  dengan

suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap

mempertahankan  rumah tangga  bagi  mereka  berdua  sudah  tidak

tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan

lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri

tersebut” ;

Menimbang, bahwa secara filosofis,  Islam mensyariatkan perkawinan

dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah,  sebagaimana disebutkan dalam Al  Qur’an  Surat  Ar  Ruum ayat  21.

Tujuan tersebut  selaras dengan ketentuan Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk  membentuk  rumah

tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar

dan tujuan perkawinan di  atas ternyata tidak mampu lagi  diwujudkan dalam

perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak

mampu  membawa  kedua  belah  pihak  kepada  kehidupan  yang  tenang  dan

tentram;

Menimbang,  bahwa secara  sosiologis,  masyarakat  Indonesia  sangat

menghargai  lembaga  perkawainan,  sehingga  dalam  masyarakat  dikenal

semboyan “ menikah sekali seumur hidup “, “ suami istri adalah belahan jiwa “,

ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang

sakral  dan  dihormati,  sehingga  orang  tidak  dengan  mudah  memutus  ikatan

perkawinan.  Namun karena sudah 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu di antara mereka tidak
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pernah  saling  bertemu  ataupun  berkomunikasi  demi  keutuhan  dan

keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit  dan tidak

mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu

tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian

yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi  kedua belah pihak suami-istri,

maupun  anak-anak  mereka,  padahal  kemudlaratan  sedapat  mungkin  harus

dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

Artinya : ”Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

Menimbang,  bahwa  dalam perkara  a  quo,  yang  berkehendak  untuk

bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan

Tergugat pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum

Islam,  talak  Tergugat  yang  dijatuhkan  kepada  Penggugat  adalah  talak  bain

sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka  petitum

angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  Panitera Pengadilan

Agama  berkewajiban  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  ini  yang  telah

memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang

wilayahnya  meliputi  tempat  kediaman  Penggugat,  Tergugat,  dan  Pegawai

Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang  Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu  Bain Shughra  perkawinan Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari

Kamis tanggal  26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal  10

Rabi’ul  Akhir 1442 Hijriah oleh  Kaharuddin, S.H. sebagai Hakim Tunggal,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh  Baida Makasar,

S.Ag.  sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Kaharuddin, S.H.
                    

                       Panitera Pengganti,

Baida Makasar, S.Ag.
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 300.000,00

-  PNBP : Rp 10.000,00

-  Sumpah : Rp ,00

-  Penerjemah : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).
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